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PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2022/PA. TALU

(e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Itsbat Kawin dan Gugatan Perceraian antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx,
agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat
kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai
Penggugat;

Melawan
xxX, NIK: xxx, tempat dan tanggal xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx,
agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat
kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2022
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 08
Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
XXX,
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada

halangan menurut syari'at islam;
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3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat
berstatus bujang;
4, Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada
pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat danTergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di
Pantai Indah, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah
Pasisie, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan
bertempat tinggal di rumah sendiri di Pantai Indah, Jorong Maligi,
Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, sampai berpisah;
6. Bahwa perkawinan Penggugat danTergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:
XXX

7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian
Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Januari 2013, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tempramen, mudah marah-marah tanpa alasan yang

jelas terhadap Penggugat dan sering berkata-kata kasar;

b.  Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap

Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

c. Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung dan

bertemu dengan orang tua Penggugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2013
Tergugat pergi dengan sendiri dari rumah kediaman bersama, disebabkan
karena Tergugat masih juga melarang Penggugat untuk berkunjung ke
rumah orang tua Penggugat bahkan ketika orang tua Penggugat
meninggal dunia, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menginap
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di rumah orang tua Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak tahan
lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri yang kini telah 9 tahun lamanya;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

11. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka
Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon
kepada ketua Pengadilan agama talu Cq. Majelis Hakim berkenan
memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair
1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2 Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (XxX;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx);
4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata
bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
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datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa Saksi-Saksi di bawah sumpah yang
keterangannya sebagai berikut;
1. xxx, yang mengakui sebagai Adik Kandung Penggugat;
-Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
-Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxx;
-Bahwa status Penggugat pada saat itu adalah gadis, dan Tergugat
ketika itu berstatus bujang;
-Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat
hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau
keluar dari agama Islam selama perkawinan;
-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan
menurut syari'at Islam
-Bahwa hingga saat ini, Penggugat belum pernah mengurus administrasi
perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Penggugat tinggal;
-Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang
atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 2 (dua) orang
anak
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxx
sampai berpisah;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang
baik, namun sejak bulan Maret 2013, Tergugat pergi dari kediaman
bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini tanpa ada
kejelasan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini;
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- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun
tidak berhasil;

2. xxx, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
-Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
-Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxx;
-Bahwa status Penggugat pada saat itu adalah gadis, dan Tergugat
ketika itu berstatus bujang;
-Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat
hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau
keluar dari agama Islam selama perkawinan;
-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan
menurut syari'at Islam
-Bahwa hingga saat ini, Penggugat belum pernah mengurus administrasi
perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Penggugat tinggal;
-Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang
atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 2 (dua) orang
anak
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di
Pantai Indah, xxx, sampai berpisabh;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang
baik, namun sejak bulan Maret 2013, Tergugat pergi dari kediaman
bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini tanpa ada
kejelasan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini;
-Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak
berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti

lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya
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untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Itsbat Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang mengaku
beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta
tuntutan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu
pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)
KHI, maka tuntutan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus
dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk
memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya tuntutan in casu untuk itsbat
nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum
maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai
dengan petunjuk al-Quran surat al-Bagarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan
pensyariatan (maqashid al-tasyriiyyah), untuk tercapainya ketertiban dan
keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua
suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang
berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam
daerah hukum Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dalam hal ini
Penggugat mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami
isteri, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Penggugat
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memiliki legal standing untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara
pengesahan pernikahan (/tsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum
pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama
Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana
harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana
diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan
Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya
larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 — 11 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 — 44 Kompilasi Hukum Islam
pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi
Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut
hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu
syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan penetapan (itsbat) nikah Penggugat
dan Tergugat adalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

XXX,
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Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan Hukum Islam namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah
mengurus akta perkawinan di KUA dimana Penggugat bertempat tinggal:

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana
Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil tuntutannya, Penggugat dan
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175
R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut
saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat,
didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya
menguatkan pokok dalil tuntutan Penggugat, yaitu bahwa perkawinan mereka
di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih
dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal,
dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat
agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria
dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan
syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan
menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau
kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah)
hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa
perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan
dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak
didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tuntutan Penggugat di atas, dan
dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

XXX;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk

menikah. Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sekian

lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan
tidak ada yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah

Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang. Penggugat

dan Tergugat belum pernah bercerai. Perkawinan Penggugat dan

Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa tujuan tuntutan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat

adalah untuk bukti diri pernah sebagai suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

XXX;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis
berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada
tanggal 18 Maret 2002, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam,
dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun
perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tuntutan Penggugat dan Tergugat telah
terbukti, dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan
hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2)
dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat
mengabulkan tuntutan Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan sahnya
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada Itsbat Kawin,
Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil

syar'i :

969 ails a1 praluwall plS> o 51> ] (a3 o
a 5>V JLsgi- ol
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Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an |l : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
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keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau
hal lain di luar kemampuannya sejak Maret 2013;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251;

Ol @iz g 3] > Joatio i M iSLe aiw zo il e 1]
aio YLV galoiws Jbo al LS glg Lgic.

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima
selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan
cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,
walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah
untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Beban Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
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maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (xxx) terhadap

Penggugat (xxx) yang dilaksanakan pada xxx;

4, Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap

Penggugat (xxx);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Rinaldi M.., S.H.l., sebagai ketua Majelis
dan Latif Mustofa, S.H.l.,, LLM. serta Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.l,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra
Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Latif Mustofa, S.H.l., LLM. Rinaldi M., S.H.l.
Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tambusai Ad Dauly,

S.H.l.,, M.H.
Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 130.000,00
Biaya Pemberitahuan : Rp 130.000,00
PNBP : Rp 30.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 390.000,00
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